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ABSTRAK

Awaluddin. 2020 Peran Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Kanna
Utara Kecematan Bastem Kabupaten Luwu Tahun 2019. (Dibimbing oleh
Jusriantadan Prof. Hanafie Mahtika).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran
pemerintah desa atas pengelolaan dana desa. Desain Penelitian yang digunakan
yaitu Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian inlahddesain
deskriptif, atinya, penelitian ini berupaya memperoleh-data secara ojektif dan
empiris berdasarkan keadaan yang dijumpai di lapangan. Dengan desain ini,
memungkinkan bagi peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, da
menggambdan secara keseluruhan hasil yang ditemukan di lapangan. Instrumen
penelitian yaitu (1) pedoman wawancara, (2) lembar observasi (3) alat
dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (1) observasi, (2)
wawancara, dan (3) dokumentasi. Hasil pigaa Desa Kanna Utara, merupakan
salah satu desa di Kecamatan Basse Sancg
Sulawesi Selatan, yang memiliki luwas wilayah 22,23.krang memiliki jarak
sekitar 60 km dari ibu kota kabupat&egjarah terbentuknya Desa Karldtara
berawal dari pemekaran Desa Kanna pada tahun 1983, yang terletak sebelah utara
desa induk ( Desa kanna), itulah awal terbentuknya Desa Kanna Utara.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undimdpng No 6 tahun 2014
menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negaraugesgepublik
Indonesia (NKRI).

Perubahansistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru
menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada
kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang
memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pemban@ggaaa. n
Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kura
merata di seluruh Indonest®dangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah
pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi
pembangunan yangiaik merata dan untuk meningkatkan furgsigsi pelayanan
pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek
yang penting terkait dgan pembangunan di Indonesi@emerintahan desa
merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemehaita Republik Indonesia.
Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar
dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap dkgsat berjalan secara
maksimal

Maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan
kesejahteraan dgmembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi
beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah
dikarenakan desa memiliki hak kebebasan lkumembuat regulasi dan aturan
dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari
pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap

kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan



yang diberika kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh
aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa
diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu
termasuk perencanaan, pelaksaanan, penatausahadarggungjawaban dan
kebermanfaatannya dari progrgorogram yang dikelola oleh pemerintah desa.
Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa
agar mejadi lebih baik. Sehingga prograpnogram yang telah direncanakan oleh
pemerintah desa belga dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek
perhatianpengawasan dalam kinerjany@emerintahan pada era Rdes Joko
Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut
Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan. Pragm tersebut direncanakan karena eissa kurang diperhatikan
oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunatrukftaskurang
merata (Prasetyo, 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo
mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang dijpdan dalam
pembangunan infrastruktur. Menurut Unddsigdang No 6 tahun 2014, Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintah pelaksanaan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatg dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Setiap desa akan mengelola lbatman anggaran berupa Dana Desa yang
akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat
faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan
geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaarmarprogn
kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan
prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk

membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk



meringkatkan kapasitas masg#at desa dalam pengembangan wirausaha,
peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi induddya atau
kelompok masyarakat.

Dengan adanya danash menjadikan sumber pemasukan di setiap desa
akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa genegikan oleh pemerintah
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana
Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah
desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan petumdamgan
secareaefisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan
masyarakat (Ferin@urhanuddin, dan Lubis 2016).

Desa obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk
membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014
menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar
menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa hdraggran
baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun damikiak sedikit masyarakat
yang mengkhawatirkaientang pengelolaan Dana Desa.

Dalam penelitiannyaWidagdg 2016) menyebutkan kondisi perangkat
desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas
pengelolaan anggaran pendapatan dan lzeldesa (APBDesa) sehingga bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun
demikan, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang
memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari
BPD yaitu untuk mewakili masyarakdan memiliki beberapa fungsi, yang salah
satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan
kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat
tercapai secara efektif dan efisielan juga dalam pelaksanaan Dana Desa,
pemerintah daerah wajib membinalada pengelolaan Dana Desa (D&(17).

Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap
tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggglaggéan dalam
penerapannya. Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah

daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang



kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya
sendiri, peneliti menganggap perldaaya penelitian lebih lanjut agar dapat
menjelaskan dinamikadinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah. Penelitian
ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal
Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelDiaiaa Desa

yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan naenigil objek penelitian Desa
Kanna Utara Kecamatan Bastem Kabupaten Lwyang berprestasi ditingkat
kabupaten maupun nasional. Desa tersebut pun menjadi pemenang sebagai salah
satu desa terbaik kategori nasional di Indonesia pada tahun 2014 dalam hal
pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, inisiatif masyarakat dalam
pemeritahan, pemahaman aparat dalam sistem informasi penyelenggaraan desa,
dan kepatuhaterhadap kebijakan pemerintaBerdasarkan latar belakang diatas,
peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai
pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judu
penelitian APeran pemerintah Desa dal am

Desa Kecamatan Bastem Kabupaten Luvau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan lar belakang tersebut, makeumusan masalahnya adalah
bagaimana peran pemerintah desdawh pengelolaardana @&sa di desa Kanna
Utare?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapalalam penyusunan ini adalahUntuk mengetahui
lebih dalam mengenai peran pemerintah desa atas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sungan pikiran
dan manfaatntuk:
a. Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis
terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan

pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru



dalam hal pengelolaan Dana DeSksalah tersebut memicu permintaan terhadap
peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.
b. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat
umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Dalam rangka untuk mewujudkan Pea@merintah desa.
c. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa,

Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kajian Teori
a. Teori Peranan

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarlito W. Sarwono (2011: 215),
bahwa #fAperan adal ah serangkai-penlakr umusan
yang di harapkan dar. pemegang kedudukan
(2011: 215) teori peran (roldvte or vy ) adal ah Ateor.i yang n
berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu.

Peranan adalah satu set yang tersambung vyaitu perilaku, hak, dan
kewajiban seperti yang dikonseptualisasikan oleh pelaku dalam situasi sosial. Hal
ini terusmererus mengubah perilaku yang diharapkan dan mungkin memiliki
individu yang diberikan kepada status sosial agasisi sosial Peranan
merupakan pengertian sejauh mana fungsi/bagian seseorang atau individu dalam
menunjang usaha pencapaian tujuan dan didélr ormanorma yang berlaku.
Peranan pada diri seseorang harus dibedakan oleh posisinya dalam masyarakat.
Setiap peranan dilaksanakan bertujuan agar seseorang atau organisasi yang
melaksanakan memiliki hubungan yang diatur oleh-nilai sosial yang dérima
dan ditaati.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan hpdram@an
adalah bagian atau fungsi yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap hal
yang dilakukan sesuai dengan aturan/norma yang berlaku dimasyarakat (sosial)
untuk mencagi tujuan yang telah ditetapkan.
a. Definisi Hasil Desa

Indonesia mencapai 74.093 desa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah desa
mencapai 74.754. Dan pada tahun 2017, kini mencapai jumlah 74.954 desa yang
tersebar di seluruh Indonesia. Masih terdapat kemungkinan bahwa pada tahun
2018 jumlah desa akan mengalami kieaa kembali (DJPK, 2016). Definisi desa
menurut Undangyndang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkasaprakar

masyarakat, hak asabul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati



dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan halsakatialah
hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa
masyarakat desa sesukEngan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6
Tahun 2014). Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut
dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai
subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa
memiliki kewenangan, tugas mlakewajiban untuk mengatur dan mengelola
kepentingan masyarakatereka sendiri

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa desamerupakan
bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas
penduduknya bekerja sebagai petanupum peternak, dan tingkat pendidikannya
pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling
dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan paikyran umum,
dan pemberdayaaratena mayoritas penduduk Indonesia tinggaledia

Penyaluran Dana Desa Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban. Hak dan kewajibamii dapat menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa
yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). Transparansi berarti terbukadd&nada
yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara
administrasi, moral dan hukum.

Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian
Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlaladan t
asas (DJBPD, 2016). Penyaluran Dana Desa pada tahun 2016 yang sudah diatur
pada PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu Tahap | sebesar 60%
pada bulan Maret dan Tahap Il sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran

Dana Desa ini disalurkan denga@ripitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan



(Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah
penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan
geografis 43 desa, dengan bobot masiaging variabesebesar 25%; 35%; 10%;

dan 30% (PMK 49/PMK.07/2016).

b. Otonomi Desa

Berdasarkan UndaAgndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang
Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian
tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikanKagada asalusulnya. UU ini
juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada
pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang
mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri
sendiri.Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang
kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk
sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses
reformasi berbasis otonomi daerah bBatshakiki. Tujuannya untuk menciptakan
pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa,
dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak
yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata
lebih tinggi. Sedangan Hak Bawaan royakan hak yang diperoleh oleh unit
pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya,
termasuk proses interaksi dengan persekupgasekutuan masyarakat hukum
lainnya. Oleh sebab itu,pemerintah berkewajiban untuk menghormatinotasli
yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Undanguindang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa, terdapat
asasasas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan :

1. Asas Rekognisi, yaitu pgakuan terhadap hak asaul.

2. Asas Subsidiaritas, yaitu peapan kewenangarberskala lokal dan
pengambilakeputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.

3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang
berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam



kehidupan bebangsa dan bernegara. Disamping itu, tujuan dari adanya
otonomi desa, pada pasal 4 :
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada
sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b. Memberikan kepastian hukum untuk mewdkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia.
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di
lingkungan masyarakat.
d. d.Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan
potensi yang ada di desa yang bertujuan unteikyejahterakan masyarakat.
e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif idam,ef
serta bertanggung jawab.
2. Definisi Good Governance
Istilah governance menjadi sangat popular dan dijadikan sebagai kriteria
pembangunan untuRkegaranegara yang sedang berkembang. Istilah governance
berbeda dengan istilah government yang hanya meliputi inditusal
pemerintah dan birokrasi, maka istilah governance meliputi proses perencanaan
yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen petaban, hubungan antar
institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah
dengan sektor publik. Dengan demikian governance merupakan proses untuk
menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan
masyarakadalam pengambilan keputusan (Prasojo dan Kurniawan 2008).
Governance dan Good Governance banyak didefinisikan berbeda menurut
para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik
kesimpulan dari semua pendapat para &hdivernance dapat diartikan sebagai
cara mengelola tatanan atau urusamsan publik termasuk mengelola sumber
daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat
(Mardiasmo 2004).
Good Governance merupakan bentuk untuk membangun manajemen
pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen
pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintah yang menjadi agent

of change (agen perubahan) dan agent of development (agen untuk melakukan
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perubahan yang dikehendaki), yakrengerintah diharuskan unruk mendorong

pembangunan dengan menciptakan progoemgram, proyekproyek, bahkan

industrrindustri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui
budget. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sekta; stagi

yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada di tangan pemerintah

(Kemendagri 2014).

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan Good Governance meliputi

(Mardiasmo 2004):

a. Participation, kterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik
secara langsung maupun tidak langsungatoe lembaga perwakilan yang
dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

b. Rule of law, kerangka hukum yang adil ddilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. Transparancy, ransparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara
langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d. Responsivenessembagal lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam
melayani stakeholders.

e. Consensus of orientationerbrientasi pada kepentingan masyarakat yang
lebih luas.

f. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. Efficiency and effectiveness,epgelolaan sumber daya publik dilakukan
secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. Accountability, grtanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang
dilakukan

i.  Strategic vision, enyelenggara pemerintahaandmasyarakat Inas memiliki
visi jauh kedepan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good

Governance berorientasi pada Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada

pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada densagiatalam

kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya, dan pemerintahan yang
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berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya
mencapai tujuan nasional.

3. Konsep Birokrasi

Secara epistimologi birokrasi berasal dgre bungan kata fAbure

Akratiad yang berart.i mej a atau kantor
ini digunakan untuk melihat suatu sistematika kegiatan kerja yang diperintah oleh
suatu kantor melalui kegiatd®giatan admininistrasi

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas
yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi
manajemen pemerintahan yang baikVakhid 2011). Birokrasi sebagai
konsekuensi logis dari tugas utama (pemerintahan) untukyetenggarakan
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang
bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah
birokrasi.

Konsep birokrasi sesungguhnya berupaya mengaplikasikan poimssip
organsasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, meskipun
birokrasi yang berlebihan seringkali menimbulkan efek yang tidak baik. Sejak
bergulirnya era reformasi, berbagai isu ataupun pemikiran dilontarkan para pakar
berkaitan dengan bagainmmmewujudkan tata pemerintahan yang baik (good
governance), di antaranya dilakukan melalui reformasi birokrasi. Upaya tersebut
secara bertahap dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Secara empiris birokrasi identik dengan aparagangrintah yang mempunyai tiga
dimensi vyaitu organisasi, sumber dayaanusia, dan manajemen. Dalam
pemerintahan, dimensi itu dikenal kelembagaan, kepegawaian dan
ketatalaksanaan, yang merupakan wusisur administrasi negara. Model tipe
ideal birokrasi yag diciptakan oleWakhid2011) menjelaskan :

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya
manakala ia menjalankan tugagas atau kepentingan individual dalam
jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untrdku&ep

dan kepentingan praalinya termasuk keluarganya.

C
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2. Jabatarjabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan
ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula
yang menyandang kekuasaan lebih besar dan adaefahdeécil.

3. Tugas dan fungsi masingasing jabatan dalam hierarki itu secarasgpe
berbeda satu sama lainnya.

4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian
tugas (Job description) masingasing pejabat merupakan domain yang
menpdi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan
kontrak.

5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal
tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.

6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak lumenerima pensiun sesuai
dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa
memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan
keinginannya dan kontraknya bisaldiai dalam keadaan tertentu.

7. Terdapat struktur pengembangan Kkarier yang jelas dengan promosi
berdasarkan senioritas sesuai dengan pertimbangan yang obyekiif.

8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan
sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

9. Setiappejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem
yang dijalankan secara disiplin.

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan
agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya
(Widagdag, 2016). Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala
desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi ammgpancipals) yang mertki hak
dan kewenangan untuknemirta pertanggungjawaban tersebut.

Secara singkat, kepala dedan aparaturnya harus
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang
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terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraterandangundangan

(Widagdo, 2016).

(Suryani, Indra Dewi. 2010) menyatakan bahwa teori agensi
menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest),

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenaisppsi masa mendatang
(bounded rationality)

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Dari asumsi sifat dasar
manusia tersebut dapat diihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara
aparat pemerintah dengan rakyatnya dipicu adanya sifat dasmbut.
Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan
kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu
organisasi atau pemerintahan. Dengan perilaku dari aparat pemerintah yang
bertindak sesuai dengan kepegan mereka sendiri, padahal sebagai aparat
pemerintah seharusnya memihak kepada kepentingan rakyatnya karena
mereka 20 adalah pihak yang memberi kuasa aparat pemerintah untuk

menjalankan pemerintahan

2.4 Hasil Pelitian yang Relevan
Sumber informasi yandipakai penub juga dari penelitian Yang Relevan

mengenai peran pemerintah desaaldm pengelolaan danaeda. Penelitian

sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang

berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahasmaetagpk serupa

antara lain :

1. Ngongareyanis. 2 01 6 mel akukan penelitian yang
Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di
Des a Kokol eh Satu Kecamat an Li kupang
menunjukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu
kecanatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah
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sedikit berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban
administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kongesember daya
manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari
aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak
temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.
RahayuDepi.2017 melakukanpenl i t i an yang berjudul A St
Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen
Kabupaten Se mar anligi® dan pembahasannyhabahwa a n a
mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan
petunjik teknis pengelolaan Dana Desa, hamun hasil dari pengelolaan Dana
Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan
dan perbaikan insfrastruktur saja. Perkembang&mastruktur desa setelah
adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi
sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai
berikut:  mengedktitkan danadana bantuan guna meningkatkan
perekonomian serta memanfaatkan SDM vyang cukup potensial,
meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan
pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

Fitra, AmandaAidil, 2016 mel akukan penelitian 'y
Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan
Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon
Kabupaten Bantul) mendapatkan temuan yakni penggunaan Dana Desa di
desa Pamgungharjo sangat baik yang digunakan untuk kegiatan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan
Dana Desa telah menerapkan akuntabilitas, partisipatif, dan transparan.
Kemudian pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban Danacbas

teknis maupun administrasi sudah baik. Pelaporan penggunaan Dana Desa di
desa Panggungharjo selain dilakukan secara rhgaiita mencatat transaksi

ke dalam Buku Kas umum, juga secara komputerisasi yaitu mencatat

transaksi meggunakan aplikasi skeudes.
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2.2 Kerangka Pikir

Peran pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem
administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan,
tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat
mereka sendiri.

Penyaliran Dana Desa Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat mmhulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa
yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). Transparansi berarti terbuka dan tidak ada
yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara
administrasi, moral dan hukum.

Penelitian ini mengkhususkan bagaimana peran pemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa Kanna Utara Kecamaaate® Kabupaten Luwu Tahun
2019

r
( ) ( )
Penyaluran Dang

Desa pada tahun
2016 yang sudah}
diatur pada PMK
49/PMK.07/2016
- Penyaluran atau memiliki dua
PeranDIz;nelntah [> Pengelolaan Dang E> tahapan yaitu
Desa Tahap | sebesar
60% pada bulan
Maret dan Tahap
Il sebesar 40%
pada bulan

Agustus.
\. J \. y \ y

Gambarl. Bagan Kerangka Pikir
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METODE PENELITIAN

3.1Jenis dan Desain Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan
topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi. Menurut
(Emzir, 2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian
interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan
dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan
suatu proses ilmiah legnate. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai
instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan
analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis
bersifat induktif, dan &sil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan
untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fé#tkéa yang sesuai dengan judul
penelitian yakni akuntabilitas danransparansi pemerintah desa terhadap
pengelolaan Dana Desa.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain
deskriptif, atinya, penelitian ini berupaya memperoleh-data secara ojektif dan
empiris berdasarkakeadaan yang dijumpai di lapangan. Dengan desain ini,
memungkinkan bagi peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, da

menggambarkan secara keseluruhan hasil yang ditemukan di lapangan

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di desa Kanna Utara, kecamatan Bastem,
kabupaten Luwu. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah desa khususnya pada

pemerintah desa yang terlibat dalam urusan mengelola Dana Desa dan Badan
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Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Haga perwakilan masyarakat yang

melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa.

3.3 Populasi dan Sampel
a. Populasi
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 12 Kepala Desa di
Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.
b. Sampel
Yang menjadi sampel dalanpenelitian ini adalah Kepala Desa,

Masyarakat 10 Orang Kanna Utara Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

3.4 Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adal ah APer an

Dana Desa Di Desa Kanna Ut arao.

3.5 Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen)
pengumpulan data utama. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam
pengamatan atgparticipan observatior(Maleong, 2011:9). Selanjutnya peneliti
memperoleh faktdakta yang ada diapangan, maka peneliti sebagai instrumen
utama dalam penelitian melengkapi diri dengan:

1) Pedoman wawancara yaitu berisi tentang-kisi dan lembar pertanyaan
yang akan digunakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara.

2) Lembar observasi yaitu berigintang batas administratif desa, interaksi antar
warga, rutinitas kegiatan seha&ari warga, kondisi sosial, ekomomi dan
pendidikan, programrogram yang dibuat pemerintah daerah untuk
menjadikan desa agrowisata, dan peran pemerintah desa dalam upaya
penberdayaan masyarakat.

3) Alat dokumentasi yang digunakan peneliti seperti kamera yang digunakan
untuk mengambil gambar, serta alat catatan (pulpen atau buku) untuk

mencatat hahal yang akan diteliti dilapangan.

P e
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3.6 Teknik Pengumpulan data
1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan
pengamatan dengan melakukan penelitian serta pencatatan secara sistematis
dalam Basrowi (2012:32). Terkait penelitian yang akan dilaksanakan, maka
observasi dilaksanakan di Desa Kanna &tKabupaten Luwu. Dalam hal ini
peneliti mengamatperan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa
Kanna Utara.
2. Wawancara

Hadi (2007:20) menyatakan bahwa metodéerview adalah tekhnik
pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak dikagenakan secara
sistematis. Yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya pewawancara membawa
garis besar hdtal yang akan ditanyakan (Arikunto, 2008:27). Dalam hal ini
peneliti menggunakan metode interview, dengan cara tanya jawab antara peneliti
dengan Kepala Desa Kanna Utara untuk mendapatkan hasil yang relevan.
3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan,
laporan, dan foto (Noor, 2011:290).aiMun yang peneliti gunakan yaitu data
berupa catatan, rekaman dengan gambar saat melakukan penelitian.

3.7 Teknik Analis Data
1. Pengumpulan Data

Datadata yang diperoleh di lapangan dicatat dalam bentuk naratif yaitu
uraian data yang diperoleh dari lapangangydituangkan ke dalam catatan kecil.
Dari catatan deskriptif ini, kemudian dibuat catatan yang berisi komentar,
pendapat, penafsiran peneliti dan fenomena yang ditemui di lapangan.
2. Reduksi Data

Reduksi data, peneliti melakukan pemilihan, pemusap@nhatian,
pengumpulan data, reduksi data muncul dari catatan lapangan. Reduksi data
merupakan wujud analisis yang objeknya terletak pada permasalahan yang terjadi.
Selanjutnya dibuat ringkasan, penelusuran tema, membuat catatan kecil yang

berkaitan dengapokok persoalan.
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3. Penyajian Data

Tahapan ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk teks
deskriptif naratif.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti mencermati polpola penjelasan dan hubungan sebab akibat.
Penarikan kesimpulan dan Jéasi dilakukan peninjauan terhadap penyajian
data dan catatan di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan kepala
desa. Selain itu kesimpulan di awal yang dikemukakan masih bersifat awal atau
sementara, karena berubah tidaknya penarikan kesimfguzantung pada bukti
di lapangan. Format penilaiannya dilakukan dengan observasi wawancara
kemudian dideskripsikan dengan analisis kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk

mendukung analisis data.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan keabsahan data peneténempuh langkatangkah
sebagai berikut:
1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian
terdapat triangulasi sumber, triangulasi tekhnik penguamp data, dan waktu
(Sugiyono, 2014:334). Peneliti mencari informasi dari data yang terkumpul untuk
pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.
2. Member Chek

Member chekadalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan.
Apabila data yang ditemukan disepakati oleh paemberi data berarti data
tersebutvalid. Pelaksanaamember chekdapat dilakukan setelah satu periode
pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan
(Sugiyono, 2014:335).

Tujuan menggunakamember chekadalah agar informasyang telah
diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan

apa yang dimaksud oleh informan dayinformasi (Saifuddin, 2014:18).
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Untuk itu dalam penelitiarmember checkni dilakukan setiap akhir
wawancara dengan cara matengi secara garis besar jawaban atau pandangan
sebagai data berdasarkan catatan penelitian tentang apa yang telah dikatakan oleh

responden.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
1. Letak Georafis Desa Kanna Utara
a. Sejarah Desa Kanna Utara

Desa Kanna Utara, merupakamalah satu desa di Kecamatan Basse
Sangtempe6 Kabupaten Luwu, Provinsi Sul a
wilayah 22,23 kr yang memiliki jarak sekitar 60 km dari ibu kota kabupaten,

Sejarah terbentuknya Desa Kanna Utara beralaal pemekaran Desa
Kanna pada tahun 1983, yang terletak sebelah utara desa induk ( Desa kanna),
itulah awal terbentuknya Desa Kanna Utara.

Secara geografis wilayah Desa Kanna Utara mempunyai -lbatias
wilayah yaitu sebagai berikut:
1. Sebelah utara, betbea s an dengan Desa Tabbabd
2. Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Ledan
3.Sebel ah selatan, berbatasan dengan Desa
4. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Buntu batu

Desa Kanna Utara terletak dipegunungan kecamatan Basse Sangtempe
Kabupaten Luwu, letakopografis Desa Kanna Utara secara umum termasuk
daerah berbukit, bergelombang, perbukitan terjal, dan berdasarkan ketinggian
wilayah Desa Kanna Utara berada pada ketinggian antara 800 sampai dengan 900
meter di atas permukaan laut. Yang biasanya diteraplitar dua sampai empat
jam dengan menggunakan kendaraan roda dua, kondisi jalan menuju lokasi
tersebut tergolong sulit ditempuh terutama ketika musim hujan karena kondisi
jalan yang berlumpur.
2. Kondisi dan jumlah penduduk
1. Jumlah penduduk berdasarkanigekelamin

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah yang tunduk pada
hukum atau aturanaturan yang berlaku dan saling berinteraksi. Penduduk juga
merupakan sumberdaya manusia yang menjadi tonggak pembangunan di desa.
Penduduk Desa Kanna Utarardiei dari 226 KK. Adapun jumlah penduduk Desa

Kanna Utara berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:
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Table 1 Jumlahpenduduk Desa Kanna Utara berdasarkan jenis kelamin

No Jenis kelamin Jumlah (orang)
1 Laki 1 laki 595
2 Perempuan 522

Total 1117

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kanna Utara Tahun 2020.

2. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk Desa Kanna Utara cukup berpariatif, mulai dari
sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun rincian kegoaduduk Desa

Kanna Utara berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Table 2 Tingkatpendidikan penduduk Desa Kanna Utara

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1 SD/MI 70
2 SMP 37
3 SMS/SMK 47
4 Perguruan Tinggi/Sarjana 18
5 Akademi/D1-D3 9
Total 181

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kanna Utara Tahun 2020.

3. Keadaan penduduk Desa Kanna Utara berdasarkan mata pencarian
Mata pencarian penduduk Desa Kanna Utara cukup beragam, namun mayoritas
mata pencarian penduduk adalah petani. Berikut adalah rincian keadaan penduduk

Desa Kanna Utara berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan yaitu:
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Table 3 Pekerjaarpenduduk DesKanna Utara

No Jenis pekerjaan Jumlah (orang)
1 Petani 140
2 Buruh 26
3 Tukang 6
4 Wiraswasta 18
5 Pensiunan 2
6 Peternak 50
7 Belum bekerja 67
Total 309

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Daa Utara Tahun 2019

3. Visi dan misi Kepala Desa Kanna Utara
Adapun visi dan misi Kepala Desa Kanna Utara yaitu sebagai berikut:
1. Visi
Mewujudkan Desa Kanna Utara sebagai desa terdepan dalam segala
bidang yang berlandaskan agama, budaya, pancasila dan tindahang.
2. Misi
Memperkuat sumlyesumber ekonomi masyarakat dalam arti:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat dalam area
perdesaan yang moderen.
4. Struktur Organisasi Desa Kanna Utara
Pemerintah Desa Kanna Utara dipimpin oleh seorang kepala desa,
sekertaris des&epala seksi pemerintahan, kepala urusan umum dan perencanaan,
kepala urusan keuangan, kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
serta enam (6) kepala dusun. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Kanna

Utara adalah sebagai berikut:
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Kepala Besa

Gasali Nursalam

A

Sekretariat [@saPatiri

l ‘ v : v

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Kepala Urusan
Pemerintahan| | Pelayanan dan Urusan Umum Dan
Ismayanti Kesejahteraan Keuangan Perencanaan
Amik Annas Jamaluddin
Syukur
Kepala Dusun Anak Dara Kepala Dusun Penanian
Halim Pasakpangan Enos p
Kepala Dusun Buntu Tondok Kepala Dusun Tabi
Rasma Satin

Kepala Dusun Buntu Bekak

Kepala Dusun Rante Batan
Nasrul P

Niober

Gambar 2. Struktur Organisd3esa Kanna Utara

5. Pengelolaan Dandesa
Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014

mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor
37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan
tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan
keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang
baik (Good Governange

Hal yarg menjadi perhatian penting dala@ood Governanceyaitu
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transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak
akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina,
Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Keuangan desaenurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pdadagen Belanja Desa
yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkalam peraturan desa
(Perdes)Sumber pndapatan yang akan dibahas dalam penelitan ini yaitu alokasi
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana
Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah desa melalui Undaimglang Dea. Pemerintah pusat
menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana
untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan
ekonomi dan kesejahan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah
menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Berikut rincian Dana Desa ygrliterima di des&anna Utara

Tabel 4 Rincian Dana Desa ygrditerima di des&anna Utara

Tahun Jumlah Dana Total APBDes
Desa
2019 41.240.000 850.617.000

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kanna Utara Tahun 2019

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama.
Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergardangkemampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa
berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat
penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam
implementasi PP selmnnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih
merata (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP
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Nomor 22 tahur2015.
Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22
tahun 2015 pasal 11 :
1. Dana Desa setiap kabupa/kota dihitung berdasarkan jumidésa
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan
a. Alokasi dasardan
b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, d&esulitangeografis desa setid&abupaten/kota.
3. Tingkatkesulitan ditunjukan oleh indeks kemahakamstruksi.

4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan

konstruksi bersumber dari kementerian yaagvenang.

5. Dana desa setiap Kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan mengémrai rinc
APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo dimulai dengan
pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang
dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni
kepala desa sebagai pembicarik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga
lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar
pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa

Adapun hasil wawancar&aya keada bapakGasd Nursalam Selaku
Kepala Desa Kanna UtammengenaDana Desa di Desdanna Utargpada hari
Rabu 3 Juni di Tempat kediamanyan sebagai berikut:
Tearkait penggunan dana Desa, menurGasali Nursalam Selaku kepdlesa
Kanna Utaraangat panjang sekali prosesnya, adapun konsepnya sebagai berikut :
fidari Dana Desa sangatlah panjang sekali, ada tiga tahab, peremcanaan,
penggunaan dan pelaporan, perinciaanya sebagai berikut ini kaitannya dengan
dokumen Desa terlebih dahulu sebelumepeanaan, di Desa itu pertama ada
RPJM Des (rencana pembangunan jangka 6 tahun) yaitu program satu periode,
selanjutnya RKPDes (rencana kerja pemerintah Desa) program tahunan, kemudian
APBDes,(anggaran pendapatan dan belanja Desa) utamannya adalah RPJMDes

karenaberkaitan dengan program kerjannya kepala Desa mau gak mau pasti akan



27

mengacu pada ini, APBNpun seperti itu ABPD Kabupatenpun juga seperti itu,
RKPDes. Itu turun atau diturunkan menjadi APBOs=erjemahan APBDes itu
satu ada DPA (dokumen perencanaanggaran), ada DPAK (dokumen
perencanaan anggaran per kegiatan) yang ketiga adalah RAB (rencana anggaran
biaya) yang paling ribet adalah membuat RAb itu sendiri karena harus dimulai
dengan surve lapangan, surve harga (harga material, harga belanja
modalmisalnya biaya sopir menuju kedaerah pengunungan berapa dll, surve
lokasi, penyusunan, kesepakatan harga, kesepakatan harga disini ada harga
kabupaten, harga kecamatan, ada harga Desa, kalau kabupaten ada HSPK (harga
satuan pokok kegiatan) basanya menuniggudiperbubkan, setelah itu nyusun
RAB, dari penyusunan RAB dengan jangka wakyu sekitar 5 bulan, karena
dokumennya sangat bedasar, kalau APBDes itu bedasarkar rekening yang
sudah ditentuakan oleh kabupaten, kode rekening itu nomor platur, yang sesuai
dengan nomor kodefikasi dari kegiatan fisik, penyusunan DPA pasrti mengacu
pada nomor palatur, penyusunanya DPA sendiri dengan no platur sendiri kemudia
RAB sendiri dengan no platur sendiri, penyusunan RKPDes sesuai dengan perdes,
APBDes juga menganut mkys, DPA juga perdes. Barulah pelaksanaan meliputi,
profil kegiatan, pengadaan barang, pembangunan, B.A penyelesain pebangunan,
Selanjutnya adalah LPJ atau pelaporan. Disertai berita acara serah terima
kegiatan, dan waktu pelaksanaan juga dimonitoring plgla pendamping Desa,
kecamatan,dak abupat eno.

Gambaran konsep dana Desa di atas sangatlah panjang sekali, penjelasan
di atas sedikit menggambarkan mekanisme sebelum menggunakan dana Desa.
Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibetatpenerintah
desaKanna Utaraelah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang
pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim
penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peratdgaerah kabupatenLuwu
tentang pedoman perencanaampangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai
perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib
melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah

perencanaan pembangunan adalah agar fonusyawarah lebih terarah dan tim
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tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program
program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa.
Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat
usdan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim
penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan perpenaoran yang berlaku
maupun dari RPJMDesa.
6. Perencanaan
Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas,

agenda kegiatan dan terdapattcomeyang jelas dari masiAgasing kegiatan.
Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus
untuk pemerintahan dalam bidang ngEmngunan fisik dan pemberdayaan
kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan
dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian,
pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan
pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun
kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini haamdasarkan fokus perencanaan
pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadisasatya
dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui
Peraturan Desa. Selatjya disesuaikan dengan program pembangunan
pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat
pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat
merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan sk¢al®panSecara
teoritis mekanisme perencanaan dana Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Kepala Desa selaku penangung jawab Penggunaan Dana Desa mengadakan

musyawarah Desa untuk membahiencana penggunaan Dana Desa
b. Musyawarah Desa dihadiri lelh unsur pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh

masyarakat, serta wajib dihaditeh Tim Fasilitasi Kecamatan

c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Dana Desa secara
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keseluruhan kepadaeserta musyawarah. Rancangan penggunaan Dana Desa
didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya

d. Rancangan penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa,
dituangkan dalam Rencana penggunaan Dana Desa yang merigadda
satu bahan penyusunan APBDes.

Berdasarkan hasivawancarasayadengan Bapakepala DesaKanna
Utaradan Mayarakat melalui musyav@aHari 15 Juni2020 pukul 10:00 dikantor
Kepala Desa melalui musyawarabh.

AMusyawar ah DBangahbarsyak pnanfattnya bagi masyarakat.
Kami bisa ngangsu kawruh dari bapadpak di tingkat kecamatan maupun
kabupaten tentang banyak hal pembangunan. Rembug Desa seperti ini juga bisa
digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama bagaimana Deesni
menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar
menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi
kepentingan masyarakat seluruhnya

Dari data diatas maka dapsdyasimpulkanbila di DesaKanna Utara
menerapkan sistem kepercayaan kepada warganya untuk mengelola dana Desa
tersebut, jadi warga dilibatkan langsung untuk mengontrol dana Desa. Kenudian
muncul pertanyaan lagi tentang pelibatan masyarakat terhadap dana Desa, apakah
masyarakat dibatkan langsung atau lewat perwakilan,

7. Sumber daya Pembangunan Desa Kanna Utara

Sumber daya pembangunan yang dimiliki Desa Kanna Utara yang

merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 5 Pembagunandi Desa Kanna Utara pada tahun 2019

NO Uraian sumber daya alam Jumlah Satuan
1 Kantor desa Permanen
2 Prasarana umun :
a. Jalan 23 Km
b. Jembatan 5 Buah
3 Prasarana pendidikan:
a. gedung SD sederajat 1 Buah
4 Prasarana kesehatan:
a. posyanduh 1 Buah
b. MCK 1 Buah
c. sarana air bersih 5 Buah
5 Prasarana ekonomi:
a. pasar desa 1 Buah
6 Prasarana ibadah:
a. masjid 4 Buah
b. gereja 3 Buah

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kanna Utara Tahun 2020

ltulah gambaran umum pembangunan yang telah dilakukan oleh
pemerintah Desa Kanna Utara dan berdasarkan hasil wawancara kami dengan
bapak Sulle Tiku selaku tokoh masyaraRata Kanna Utara pada tanggal 15 Juni
2020 pukul 090 bertempat di kediamannya

A Bhwa pembangunan di Desa Kanna Utara suda mulai mengalami
peningkatan sejak tahun 2017 karena di tunjang oleh dana desa yang masuk setiap
tahunnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui padat karya
untuk pembangunan walaupun saat ini Desa Kadtara masi termasuk desa
yang terisolir dan masih jauh dari apa yang diharapkan namun masyarakat suda
mulai menikmati beberapa sarana dan prasarana yang telah di bangun oleh
pemerintah mel al uiibahlwma pemlaa ntgeurnsaenb ud io
Utara sida mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2017 karena di tunjang oleh
dana desa yang masuk setiap tahunnya yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat melalui padat karya untuk pembangunan walaupun saat ini Desa
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Kanna Utara masi termasuk desa yang teristan masih jauh dari apa yang
diharapkan namun masyarakat suda mulai menikmati beberapa sarana dan
prasarana yang telah di bangun ol eh peme]
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Sulle Tiku selaku
toko masyeakat maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya
anggaran dana desa (ADD) setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk
pembangunan infrastruktur, maka Desa Kanna Utara suda mulai mengalami
peningkatan dalam sektor pembangunan walaupun sedikit delkit dearena
mengingat letak georafis Desa Kanna Utara masi tergolong daerah terpencil
sehingga masi jauh dari apa yang di harapkan oleh Uriddigdang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengamanatkan penguatan identitas desa dan

peningkatan kesejahtan masyarakat.

4.2 Pembahagn

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Kanna Utara
merupakan salah satu desa yang menerima Dana Déseamatan Bastem
Kabupaten Luwu yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten
Luwu karena Desa Kanna Utara disiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan
industri dan pemukiman baru di Kabupaten Luwu. Pemberian Dana Desa kepada
desa juga diirigi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara akuntabel
dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan
upaya menciptakan good governance hingga tingkat desa.

Pengelolaan Dana Desa bukan hanya menyangkut masalaty&ewyeamg
terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen
didalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam
pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Berdasarkan uraian diatas, Bab IMaia laporan penelitian ini akan membahas
data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara kepada para
informan, pengamatan langsung pada subyek penelitian, dokumentasi, serta studi

literatur.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa kanna
Utara kecematan bastem kabupaten luwu dempgsgelolaan Dan®esa tahun
2019 oleh Bapak Gasali Nursalam Selaku Kepsaa Kanna Utardimulai dari
penyusunan dan penetapan RKPDema AAPBDesa yang merupakan bagian dari
tahap perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa yang menjadi satu kesatuan
dengan keuangan desa.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaaanigan Desa yang
menyatakan bahwa dalam perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan
peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Setelah
perencanaan, pemerintah Desa Kanna Utamaksanakan program dan kegiatan
Dana Desa yang tdladitetapkan sebagai manifestasi Pasal 24 hingga 34
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa serta Pasal 28gai 32 Peraturan Bupati Luwu
Nomor 146Tahun2019tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Selama pelaksanaan program dagiatan pemerintah Desa Kanna Utara
juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi yang
merupakan bentuk penatausahaan sesuai dengan Pasal 35 (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terg Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa dan PasaB (2) Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
serta melakukarutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Hasil penatausahaan kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan
kepada pemerintah Kabupaten Luwan stakeholder lain yang berkaitan sebagai
135 wujud pelaporan sesuai dengan p8sgél) Peraturan Bupati Luwdomor
137 Tahun 2019entang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana
DesaSetiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 3@ify menyatakan
bahwa kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap |, tahap Il dan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
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Selain itu, pertanggungjawaban juga dilkain kepada masyarakat dan
stakeholder terkait sesuai dengan p&8a{l) Peraturan Bupati LuwNomor 146
Tahun 2013entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan
bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDesa
diinformasikankepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat. Seluruh rangkaian tahap mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
tersebut merupakan upaya pemerintah Desa Sridaduk u mewujudkan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Hal tersebut karena akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah
merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas, pengungkapan dan ketaatan
terhadap peraturan perundangdangan (Halim, 2007).

1. Peran Pemerintah Desa DalanPengelolaan Dandesa

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan melakukan wawancara
kepada pemrintah desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengenai cara
mereka beperan penting dalam mengelolah dana desa ddraqmgunan desa
dengan pertanyaan sebagai beri kut : i Ba
penggunaan dana sk untuk membangun di Desa Kanna Ura J awaban dar
pertanyaan diatas menurut pendapat dari pemerintah desa yang terdiri dari Hukum
Tua Dan Sektaris Desa yang diwawancarai bahwa penggunaan dananya lebih
difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, cara
penggunaannya melalui Tim Pelaksana Kerja. Tpk atau Tim Pelaksana Kerja yang
dimaksud disini adalah tim yang dibentuk dalam pelaksanpeogram
pemerintah. Siapa itu anggota tim pelaksana kerja, tim pelaksana kerja itu adalah
para kepala seksi urusan dalam struktur organisasi desa yang ditunjuk oleh Kepala

Desa dalam mengelolah dana desa



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan &l penelitian dalam peran Pemerintah Degalam

Penglolaan dana Desa

Dari hasil dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa
Kanna Utara suda berjalaesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di
Desa Kanna Utara

2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemerintah desa atas
pengelolaan dana desaalam melaksanakan pembangunan desa sudah
tercapai dengan baik. sebagai subsistem dari sistem athasnpemerintahan
di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk
mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri.

Penyaluran Dana Desa Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014
adalah semua hak dan kewajiban desay dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaagakedasa
yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). Transparansi berarti terbuka dan tidak ada
yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara

administrasi, moral dan huku

5.2 Saran
Berdasarkan informasnformasi yang penulisdapatkan pada saat
pengumpulan data serta hasil danalisis penelitian, berikut saran yang dapat
penulis berikan
1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan
kebijakankebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepala

perangkat desa, sehingga perangkiasa memiliki kompotensi maupun
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pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan
undangundang dan peraturan yang berlaku

2. Panerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan
Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses
penggunaan Dana Desa. Sehingga usutahan yang diberikan oleh
masyarakat menjadi lebih terarah.
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Peneliti melakukan wawancadangan kepala desaelalui musyawarah das

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat



Peniliti melakukan wawancara dengan kepala dusun

KantorKepala Desa Kanna Utara

40



